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PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR. 35 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDA YAAN Pl:REMPUAN KOT A MOJOKERTO 

• 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

• 

Menimbang 

• 

: bahwa berdasarkan f)asal 13 Peraturan Daerah Kota Mojolcerto Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Orqanisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka perlu 
menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Keluarga Berencana 

• 

dan Pemberdayaan Perempuan . Kola Mojokerto dengan Peraturan 
Walikotz.; Mojokerto . 

Nlengingat : 1. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Neg;:ira Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor · 32 
Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Nega:a Republik Indonesia Norn or 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbangan 
• 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran NefJara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 

• 

' 
• 

• 

• 
• 
• 

' • 
' 

• 
' ' 
• 

.. 

'· 

• 
' 
' 

'· 

• 
' 
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6. Peraturan. Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat · II (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanq Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 141), Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta.ng Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan F'emerintahan Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

r �·� 
dengan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 51) Tahun" 200.7 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentanq Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun .'2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto; 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto . 

• 

ME:MUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS 
POKOK DAN FUN13SI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MOJOKERTO 

• 

. 
" " 

• 

• 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto; 
.. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. \11/alikota adalah Walikota Mojokerto; 

• 

• 

' 

• 
• 
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• 

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto; 

5, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah 
Kantor Keluarqa Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota 
Mojokerto; 

6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perernpuan Kota Mojokerto, 

• 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
• 

Pasal2 

(1) Susunan orqanlsasi Kantor Keluarga 
Pemberdayaan Perempuan terdiri atas : 
' 

Berencana dan 

a. Kepala ; 

b. Sub Baqian Tata Usaha ; 

c, Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi ; 

' 

,,... .. � 
� - .... 

d. Seksi Pelaporan Advokasi, Komunikasi, lnformasi dan Edukasr 
(KIE) ; , 

• 
e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera ; • 
f. Kelornpok Jabatan Fungsional. ' 

(2) Sub Bagian Tat11 Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanqqunp jawab 
kepada Kepala Kantor ; 

(3) Bagan susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan Walil<ota ini. 

·, 

Pasal3 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program, 
pembinaan adminlstrasl yang meliputi pengelolaan surat menyurat, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta 
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan 
seluruh unit kerja yang ada didalam Kantor Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perernpuan serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 4 

Untuk rnenyelenqqarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bagi2.n 
Tata Usaha rnempunyai fungsi : 

a. Penyiapan rencana dan program kerja penyusunan ar1ggaran dan 
pelaporan; 

b. Penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, 
hubungsn rnasyarakat dan protokol; 

c. Penqelolaen administrasi kepegawaian, keuangan, perlenqkapan 
dan pemeliharaan; 

d. Penerirnaan dan pendistribusian kontrasepsi dan sarana, prasaiana 
kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan l<eluarga Berencana: 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

Pasal5 • 

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi rnernpunyal tugas : 

a. Mengumpulkan bahan dalam ranqka pelaksanaan dan pernblnaan - program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja 
(KRR); 

b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan jaminan dan 
pelayanan keluarqa berencana, peningkatan partisipasi pria, 
penanggulangan rnasalah kesehatan reproduksi dan Kesehatan 
Reproduksi Rernaja (KRR) serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan 
anak; 

c. Melaksanakan penqadaan dan [amlnan ketersediaan sarana, alat 
obat, cara kontrasepsl dan pelayanannya dengan prioritas keluarga 
rnlskln dan keluarga rentan serta peserta rnandiri; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan pe1ayanan KRR termasuk 
pencegahan HIV/AIDS, lnfeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya 
Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); 

e. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan Sumber Daya 
Manusla (SOM) bagi petugas medis dan pelaksana program' 
Keluurqa Berencana/kesebatan Reproduksi/Kesehatan Reprodusi 
Remaja; 

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga non pemerintah didalam maupun diluar negeri serta 
masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksana tugas; 

g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Keluarg.a Berencana/Kesehatan Reproduksi/Kesehatan 
Reproduksi Remaja; 

• 
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h. Melaksanakan kerjasarna teknis dalam pelaksanaan dan jaminan 
pelayanan Keluarqa Berencana dengan unit-unit pelayanan 
Keluarga Berenc:ana, Rumah Sakit, Dokter dan Bidan swasta; 

i. Melaksanakan konseling dalam pelaksanaan dan jaminan 
pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi pada 
calon akseptor; 

j. Melaksanakan tugas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

Seksi Pelaporan Advokasl, Komunikasi, lnformasi dan Edukasi 
mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
Advokasi dan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (Kil=) untuk 
menggerakkan masyarakat sebagai pendukung keberhasilan 
program Keluarqa Berencana/Kesehatan Reproduksi/Kesehatan 
Reproduksi Remaja dan Keluarga Sejahtera; 

b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, lnformasi dan Edukasi ,,..., 
program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Rema[a;- 
Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 

c. Melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, 
lnfeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika, Alkohol, 
Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan perlindunqan hak-hak 
reproduksi; 

d. Melaksanakan pengolahan informasi dan data mikro kependudukan 
dan keluarqa untuk mendukung program kependudukan terpadu 
antara perkembar,gan kependudukail Ciengan pembangunan • dibidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; 

e. Melaksanakan koordinasl dengan instansi terkait, lembaga non 
pemerintah didalam maupun luar negeri serta masyarakat dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan 
pelaporan, advokasi dan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE) 
program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta 
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan anak; 

g. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan Sumber Daya 
Manusia penqqerak program Keluara Berencana, Keluarga 
Sejahtera dan Pernberdayaan Perempuan serta pelindungan anak; 

h. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

' '. 

• 

• 
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Pasal7 

Seksi Pernberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyal 
tugas: 

a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan 
program pemberdayaan perempuan dan keluarga sejalitera; 

b. Menyusun dan merencanakan serta mensosialisasikan kegiatan 
pemberdayaan perernpuan dan keluarga sejahtera; 

c. Menetapkan sae.aran dan rnenyelenqqarakan Bina Keluarga Balita 
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lanjut Usia 
(BKL) serta pendidikan pra melahirkan; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis peningkatan 
penqetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha 
bagi Keluarga Pra Sejahi:era, Keluarga Sejahtera I dan petuqas 
kader pemberdayaan Keluarga sejahtera serta rnelaksanakan 
kemitraan untuk aksessibilitas permodalan, teknologi dan 
pemasaran; 

e. Mengurnpulxan bahan dalam rangka pengembangan dan 
penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunla uscihst 
untuk melakaanakan Pemberdayaan Perempuan, kesejahteraan 
dan perlindungan anak; 

• 

• 
f. Melaksanakan usaha peningkatan Pemberdayaan Perernpuan dan 

perlindungan anak; 

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lnstansi terkait 
lembaga non pemerintah didalam maupun luar negeri serta 
masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; • 

kegiatan 
Keluarga 

evaluasi, monitoring dan pelaporan 
Pemberdayaan Perempuan dan 

h. Melaksanakan 
pemberdayaan 
Sejahtera; 

i. Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan Sumber Daya 
Manusia bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 
Remaja (BKR) dan Bina Keluarqa Lanjut Usia (BKL); 

j. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

Pasal8 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

• 

• 
• 
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Pasal9 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga funqslonal 
penyuluh keluarga berencana dalam jenjang [abatan fungsional 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

. 
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua 
kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor; 

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub 
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin 
oleh Tenaga Fungsional Senior; 

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 
beban kerja yan�1 ada; 

(5) Pen ibinaan terhadap tena:ga fungsional dilakukan sesuai dengan 
peraturan perunclang-undangan yang berlaku. 

• 

BAB Ill 

l-iUBUNGAN KERJA 

Pasal 10 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan wajib melaksanakan 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor 
maupun antar unit kerja sesuai dengan bidarig tugasnya rnasinq- 

• rnasmq, 

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Keluarqa 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertanggungja'111ab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta rnemberlkan 
bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya. 

• BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

• 

• 
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Pasal 12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnenqetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini denqan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Mojokerto. ., 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 September 2008 

PJ. WALIKOTA MOJOKERTO 

Diundangkan di Mojokerto · 

Pada tanggal 1 September 2008 

• 

•· 

· NO M.Si. 
tama Muda 

80 070 846 

• 

• 

SERITA DAERAH KOTA MOJOr(ERTO TAHUN 2008 NOMOR 21/D 
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LAMPIRAN PERATURA.N WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR : • 35 TAHUN 2008 
TANGGAL : 

• 
1 SEJ: T:EMJ.ER 2008 

- 

BAGAN SlJSUNAN ORGANISASI 
, 

KANTOR KELUARGA BEllENCANA DAN PEMBERDAYAAAN PEREMPlJAN 
KOl�A MOJOKERTO 

-- 

KEPALA 

SUB BAGIA.1'1 
- 

TATA USAHA 

KELOMPOKJABATAN 
FUNGSIONAL 

- 
-- - 

- 

SIJAMINAN SE}'.SI PELAPORAN, $EKSI LA YANAN 
ELUARGA ADVOKASI PE}1BERDAYAAN 

l:OMUNIKASI, PEREMf'UAN DAN NCANADAN - 

ll\ FORMASI DAN KELUARGA ESEHATAN 
PRODUKSI EDUKASI SEJAHTERA 

- 

SEK 
PE 
K 

BERE 
K 
RE 

PJ. WALll(OTA MOJOKERTO 

• 


